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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/PMK.03/2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPENTINGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan menteri Keuangan
tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan

untuk Kepentingan Perpajakan;

: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk
Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6051);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK

TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perjanjian Internasional di Bidang Perpajakan, yang

selanjutnya disebut Perjanjian Internasional adalah

perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur

dalam hukum internasional, yang antara lain mengatur

pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan perpajakan, meliputi:

a.
b.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan
dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information
Exchange Agreement);

konvensi tentang bantuan administratif bersama di
bidang  perpajakan (Convention on  Mutual
Administrative Assistance in Tax Matters);
Persetujuan Multilateral =~ Antar-Pejabat  yang
Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening
Keuangan Secara Otomatis (Multilateral Competent
Authority Agreement on Automatic Exchange of
Financial Account Information);

Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang
untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan
Secara Otomatis (Bilateral Competent Authority
Agreement on Automatic Exchange of Financial
Account Information);

Persetujuan Antar-Pemerintah untuk
Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan
Perpajakan Rekening Keuangan Asing
(Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax
Compliance Act); atau

perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.
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Pertukaran Informasi Keuangan yang selanjutnya disebut

Pertukaran Informasi adalah kegiatan untuk

menyampaikan, menerima, dan/atau memperoleh

informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan
berdasarkan Perjanjian Internasional, yang bertujuan
untuk:

a. mencegah penghindaran pajak;

b. mencegah pengelakan pajak;

c. mencegah penyalahgunaan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak-pihak yang
tidak berhak; dan/atau

d. mendapatkan informasi terkait pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard),

yang selanjutnya disebut CRS adalah standar pelaporan

untuk Pertukaran Informasi secara otomatis yang
tercantum dalam batang tubuh bagian II.LB dan
penjelasan (commentaries) bagian III.B Standard for

Automatic Exchange of Financial Account Information in

Tax Matters, beserta perubahannya.

Pertukaran Informasi Secara Otomatis adalah Pertukaran

Informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara

periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas

informasi keuangan yang disusun berdasarkan CRS.

Yurisdiksi Asing adalah negara atau yurisdiksi selain

Indonesia.

Yurisdiksi yang Berpartisipasi dalam  Pertukaran

Informasi Secara Otomatis yang selanjutnya disebut

Yurisdiksi Partisipan adalah Yurisdiksi Asing yang terikat

dengan Pemerintah Indonesia dalam  Perjanjian

Internasional  yang memiliki kewajiban untuk

menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.

Yurisdiksi Tujuan Pelaporan adalah Yurisdiksi Partisipan

yang merupakan tujuan bagi Pemerintah Indonesia

dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi

keuangan secara otomatis.
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10.

11.

12.

13.

14.

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK
adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor
perbankan, pasar modal, dan perasuransian
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya
disebut LJK Lainnya adalah lembaga jasa keuangan
lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Entitas Lain adalah badan hukum seperti perseroan
terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti
persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan
selain di sektor perbankan, pasar modal, dan
perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga
keuangan sesuai standar Pertukaran Informasi
berdasarkan Perjanjian Internasional.

Lembaga Kustodian adalah entitas yang mengelola aset

keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama

dari usahanya.

Lembaga Simpanan adalah entitas yang menerima

simpanan dalam kegiatan perbankan secara umum atau

usaha sejenis.

Perusahaan Asuransi Tertentu adalah perusahaan

asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai

atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan
pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai
tunai atau kontrak anuitas dimaksud.

Entitas Investasi adalah:

a. entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu
atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas
nama nasabah, yaitu:

1. perdagangan instrumen pasar uang, valuta
asing, mata uang, suku bunga, instrumen
indeks, efek yang dapat dipindahtangankan,
atau perdagangan komoditas berjangka;

2. pengelolaan portofolio secara individu dan

kolektif; atau



15.

16.

17.

18.

19.

20.
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3. investasi, administrasi, atau pengelolaan aset
keuangan atau uang atas nama pihak lain;
dan/atau

b. entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya
berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau
perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut
dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga

Simpanan, Lembaga  Kustodian, Perusahaan

Asuransi Tertentu, atau entitas investasi

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh
LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi
rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan
efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan
asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya
dan/atau Entitas Lain.

Rekening Keuangan Lama adalah Rekening Keuangan

yang dikelola sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 oleh

LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

Rekening Keuangan Baru adalah Rekening Keuangan

yang dikelola sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh LJK, LJK

Lainnya, dan/atau Entitas Lain.

Rekening Keuangan Bernilai Rendah adalah Rekening

Keuangan Lama milik orang pribadi dengan agregat saldo

atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar paling
banyak USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika

Serikat).

Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening

Keuangan Lama milik orang pribadi dengan agregat saldo

atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017, pada tanggal 31

Desember 2017, atau pada tanggal 31 Desember tahun

kalender selanjutnya, sebesar lebih dari

USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

Pemegang Rekening Keuangan adalah orang pribadi

dan/atau entitas yang terdaftar atau teridentifikasi

sebagai pemilik suatu Rekening Keuangan.



